
 

 

 

BUPATI MALANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI MALANG 

NOMOR 11 TAHUN 2026 

TENTANG 

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MALANG, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 207          

ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6         

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,       

maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang        

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan 

Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan 

Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah            

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,        

Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         

Nomor 2730); 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang         

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua         

atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022       

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan        

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23   

Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           

Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12  

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana         

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76  

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan        

Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 186); 
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang       

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri         

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia            

Tahun 2019 Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan       

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, 

dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9               

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten             

Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana       

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023       

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah        

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 3 Seri C); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6               

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 

Nomor 6 Seri A); 

12. Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 

serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah 

(Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 32 

Seri C); 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Malang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang. 

3. Bupati adalah Bupati Malang. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang 

yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga 

perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan        

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Malang. 

6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan        

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem  

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban 

Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala 

bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah 

berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. 

8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan 

yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan 

pengawasan Keuangan Daerah. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana         

keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 
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10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah        

pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan 

Pemerintahan Daerah. 

11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 

selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang 

Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang 

melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. 

12. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 

(satu) atau beberapa Program. 

13. Unit Organisasi Bersifat Khusus adalah unit SKPD       

yang dikecualikan dalam ketentuan penatausahaan 

keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan       

perundang-undangan. 

14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA  

adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD 

yang dipimpinnya. 

15. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah         

pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan   

sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan       

sebagian tugas dan fungsi SKPD. 

16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan 

dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka 

penyusunan APBD. 

17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai 

tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 

sebagai bendahara umum daerah. 

18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas 

sebagai BUD. 

19. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 

melaksanakan tugas BUD. 

20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya 

disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD          

yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan   

dari  suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya. 
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21. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD 

adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha 

keuangan pada SKPD. 

22. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja 

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK Unit 

SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata 

usaha keuangan pada Unit SKPD. 

23. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang         

ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 

Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD 

pada SKPD. 

24. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang 

ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 

Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD 

pada Unit SKPD. 

25. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk 

menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, 

dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan 

Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD        

pada SKPD. 

26. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat        

yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, 

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 

untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka 

pelaksanaan APBD pada unit SKPD. 

27. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat 

Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan 

Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat      

pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam        

suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas        

negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

28. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas 

Daerah. 
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29. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas 

Daerah. 

30. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang 

diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih        

dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

31. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah 

Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan 

bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

32. Belanja Daerah yang bersifat mengikat adalah belanja 

yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus 

dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah 

yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam      

tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai,         

dan belanja barang dan jasa. 

33. Belanja Daerah yang bersifat wajib adalah belanja untuk 

terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan 

Pelayanan Dasar masyarakat antara lain pendidikan, 

kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak 

ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga 

pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban   

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan          

perundang-undangan. 

34. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan Daerah 

dan belanja Daerah. 

35. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah 

dan belanja daerah. 

36. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang  

perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang       

akan diterima kembali oleh Pemerintah Daerah,          

baik pada tahun anggaran berkenaan maupun          

pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

37. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang 

Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung 

seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh 

Pengeluaran Daerah. 

38. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat 

penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh      

Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan       

Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah  

pada bank yang ditetapkan. 
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39. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah 

dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD 

atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja,       

dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD 

yang digunakan sebagai  dasar pelaksanaan anggaran 

oleh PA. 

40. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD       

yang selanjutnya disebut Perubahan DPA SKPD      

adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan 

dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat 

perubahan pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD 

yang melaksanakan fungsi BUD. 

41. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD 

adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana 

sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran 

atas pelaksanaan APBD. 

42. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya 

disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk 

mengajukan permintaan pembayaran. 

43. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah 

uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan 

kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai 

Kegiatan operasional pada SKPD/unit SKPD dan/atau 

untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat       

dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui 

mekanisme Pembayaran Langsung. 

44. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS 

adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara 

pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu/penerima 

hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, 

dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan 

surat perintah membayar langsung. 

45. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya     

disingkat TU adalah tambahan uang muka yang 

diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara 

pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran 

atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai         

dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan. 
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46. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat 

SPM adalah dokumen yang digunakan untuk       

penerbitan surat perintah pencairan dana atas           

beban pengeluaran  DPA SKPD. 

47. Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat 

SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk 

penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban 

pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP 

untuk mendanai Kegiatan. 

48. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan           

yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen 

yang digunakan untuk penerbitan surat perintah 

pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD        

yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP        

yang telah dibelanjakan. 

49. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat 

SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk 

penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban 

pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya 

tidak dapat menggunakan LS dan UP. 

50. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya 

disingkat SPM-LS adalah dokumen yang digunakan  

untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas 

Beban pengeluaran DPA SKPD  kepada pihak ketiga. 

51. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya  

disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan  

sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD. 

52. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang 

bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas 

keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup 

guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode. 

53. Bank persepsi adalah bank tempat penyimpanan Kas 

Umum Daerah. 

54. Hari adalah hari kerja. 
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Pasal 2 

 

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Sistem dan 

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. 

 

Pasal 3 

 

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: 

a. pengelola keuangan Pemerintah Daerah, dengan rincian 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; 

b. sistem dan prosedur perencanaan dan penganggaran 

APBD, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran II; 

c. sistem dan prosedur perencanaan dan penganggaran 

perubahan APBD, dengan rincian sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran III; 

d. sistem dan prosedur pelaksanaan dan penatausahaan 

penerimaan, dengan rincian sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran IV; 

e. sistem dan prosedur pelaksanaan dan penatausahaan 

pengeluaran Daerah, dengan rincian sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran V; 

f.  sistem dan prosedur pelaporan keuangan Pemerintah 

Daerah, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran VI; dan 

g. sistem dan prosedur pertanggungjawaban keuangan 

Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran VII, 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

 

Pasal 4 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 

Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Sistem         

dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 32 Seri D), dicabut  

dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 5 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Malang. 

 

Ditetapkan di Kepanjen  

pada tanggal 30 April 2026 

 

BUPATI MALANG, 
 
 

ttd. 
 

SANUSI 

Diundangkan di Kepanjen 

pada tanggal 30 April 2026 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, 

 
 

ttd. 
 

BUDIAR 

Berita Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2026 Nomor 11 Seri D 


